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ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan objek penelitian yaitu Komite Pemantau Legislatif Sinjai dengan
tujuan untuk mengetahuikinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
fungsi DPRD Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif yakni hasil penelitian yang diperoleh berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui proses wawancara dan dokumentasi.
Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas kinerja
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai.
Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teori Miles dan Huberman yang terdiri dari koleksi data, reduksi data,
verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari segi Kemampuan (Skill) dalam
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut terlihat dari
kemapuan anggota Kopel Sinjai dalam melakukan tugas pemantauan cukup memahami tugas dan tanggunggjawabnya karena
telah dibekali dengan pengalaman selama mengikuti proses magang selama 2 bulan selain itu anggota Kopel Sinjai juga telah
melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan. Mengenai loyalitas anggota maupun pengurus Komite
Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai juga cukup baik hal tersebut terlihat dari sikap penerimaan anggota terhadap
pekerjaannya serta kesanggupan dan kepatuhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik sedangkan dari
segitanggungjawab yang dimiliki setiap anggota telah mengetahui tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan sebagaiman
telah diatur dalam struktur organisasi yang dijabarjkan dalam uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing. Setiap anggota
maupun pengurus memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dibebankan serta mampu menyelesaikan pekerjaan
dengan waktu yang ditetapkan. Imbalan/Gajidalam menjalankan tugas pemantauan, Komite Pemantau Legislatif Sinjai tidak
mengenal istilah pemberian gaji melainkan pemberian kompensasi atau honor program yang diambil dari hasil investasi atau
dana saving. Untuk menunjang keberlangsungan organisasi setiap anggota dibekali dengan modal pengabdian serta doktrin
organisasi sehingga setiap anggota tetap memiliki semangat kerja dengan perinsip gerakan yang mereka miliki.
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ABSTRACT

This research was carried out in Sinjai District with the object of research, namely the Sinjai Legislative Monitoring
Committee with the aim of knowing the performance of the Legislative Monitoring Committee (KOPEL) in supervising the
implementation of the Sinjai Regency DPRD function. The type of research used is qualitative namely the results of research
obtained in the form of written or oral words from people and behaviors that can be observed through the interview process
and documentation. While the research method used is descriptive, namely research that clearly illustrates the performance
of the Legislative Monitoring Committee (KOPEL) in supervising the implementation of the functions of the Sinjai Regency
DPRD. Furthermore, the data were analyzed using Miles and Huberman theory consisting of data collection, data reduction,
verification and conclusion. The conclusion of this study is that in terms of Skill in supervising the implementation of the
tasks and functions of the Sinjai Regency DPRD quite well, it can be seen from the ability of Kopel Sinjai members to carry
out monitoring tasks to understand their duties and responsibilities because they have been provided with experience during
the process a 2-month internship other than that Kopel Sinjai members have also carried out tasks according to what was
ordered by the leadership. Regarding the loyalty of members and administrators of the Sinjai District Legislative Monitoring
Committee it is also quite good, it can be seen from the attitude of members' acceptance of their work as well as their ability
and compliance in carrying out each job well, whereas the responsibilities of each member have to know their duties and
responsibilities. organizational structure which is presented in the description of the duties and responsibilities of each. Each
member and administrator has responsibility for the work that is charged and is able to complete the work with the time set.
Rewards / salary in carrying out monitoring duties, the Sinjai Legislative Monitoring Committee does not recognize the term
salary but rather provides program compensation or honorarium taken from investment or saving funds. To support the
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sustainability of the organization each member is provided with service capital and organizational doctrine so that each
member still has the spirit of work in accordance with the movements they have.

Keywords: Performance, legislative monitoring committee

PENDAHULUAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum
di-artikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh
pe-rorangan ataupun sekelompok orang yang secara
sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum
tanpa ber-tujuan untuk memperoleh keuntungan dari
kegiatannya. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau
sering disebut dengan nama lain Non Government
Organization (NGO)-atau organisasi non pemerintah
(Ornop) dewasa ini kebera-daanya sangat mewarnai
kehidupan politik di Indonesia.

Dalam konsep civil society karakteristik Lembaga Swa-
daya Masyarakat (LSM) yang bercirikan: mandiri dan
tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah,
dipandang dapat memainkan peran yang sangat penting
dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui
perannya dalam pemberdayaan civil society yang
dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan,
pembelaan dan penyadaran.

Anggota Legislatif Kabupaten Sinjai selama ini senan-
tiasa menjadi sortan publik seperti halnya yang sering
dilak-ukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Kabupaten Sinjai salah satunya adalah Lembaga Komite
Pemantau Legislatif (KOPEL). Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) merupakan salah satu bagian
masyarakat sipil yang masih setia untuk bersikap kritis dan
bersuara lantang terhadap berbagai bentuk perilaku
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penegakan
hukum terhadap pelaku KKN terma-suk menyangkut
maslah kinerja Legislatif.

Adanya keterlibatan sebagian anggota Komite
Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam partai politik juga
memberikan citra buruk karena dianggap mencari
keuntungan materi, maka seruan moral yang sering
dilakukan menjadi tak berguna dan menjadi kurang
objektif dalam melakukan pengawasan sedangkan untuk
memperkuat civil society di-perlukan adanya organisasi
sosial yang mandiri dan tidak menggantungkan diri pada
bantuan pemerintah dalam hal finansial, tidak mencari
keuntungan ekonomi, bersifat suka-rela, dan bersendi pada
gerakan  moral, menjadikan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dapat bergerak secara luwes tanpa
dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi.

Lembaga Komite Pemantau Legislatif yang selanjutnya
disebut dengan KOPEL Indonesia merupakan lembaga non
government organization (NGO) yang didirikan pada tang-
gal 10 maret tahun 2000 berdasarkan akta notaris Widar-
tiningsih SH. No 13 tanggal 29 Mei 2000, SKT Dirjen
Kesa-tuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri
Repub-lik Indonesia No. 194/5.111.3/V111/2009 Jakarta 7
Agustus 2009 yang berkedudukan di Kota Makassar
dengan tujuan untuk mewujudkan terlaksananya system
demokrasi dalam tatanan kehidupan bernegara dengan
fokus pada penga-wasan dan evaluasi kinerja wakil rakyat.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Komite Pemantau Le-gislatif (KOPEL) Indonesia

memfokuskan program-prog-ramnya dalam melakukan
pengawasan kinerja legislatif se-bagai lembaga rakyat,
memberikan penguatan terhadap lembaga partai politik,
memberikan pendidikan politik yang kritis bagi
masyarakat serta melakukan pengawasan ter-hadap
kebijakan Perda APBD dan non APBD sebagaimana
tercantum dalam program kerja Komite Pemantau
Legislatif (KOPEL)

Berdasarkan maksud dan tujuan keberadaan Komite
Pemantau Legislatif (KOPEL) di Kabupaten Sinjai
sebagai-mana yang di kemukakan oleh Andi Mariattang di
atas maka sudah seharusnya kegiatan dan program-
program Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) di
Kabupaten Sinjai lebih ter-konsentrasi pada pengawasan
kinerja legislatif namun fakta dilapangan selama ini
menunjukkan bahwa kinerja Komite Pemantau Legislatif
(KOPEL) di Kabupaten Sinjai belum maksimal. Hal
tersebut terlihat dari beberapa program atau aksi
demonstrasi yang dilakukan lebih banyak menyoroti
masalah pelayanan publik seperti Dinas Pendidikan Dan
Ke-sehatan dengan demikian maka dalam penelitian
penulis hendak melakukan kajian dengan judul: “Kinerja
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan
pengawa-san terhadap pelaksanaan fungsi DPRD
Kabupaten Sinjai”

METODE PENELITIAN

1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Sekretariat KOPEL
Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dimulai pada bulan Sep-
tember sampai dengan November tahun 2017.

1.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian
kualitatif dengan pendekatan Deskriftif Kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati.(Sugiyono 2011).

1.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk

kata verbal bukan dalam bentuk angka. Sumber data dalam
penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh

Dalam pene-litian ini penulis menggunakan dua sumber

data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung
dikumpul-kan oleh peneliti (atau) dari sumber
pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer
dalam penelitian ini adalah, Ketua Komite Pemantau
Legislatif Kab. Sinjai, Pengurus Komite Pemantau
Legislatif Kab. Sinjai, mas-yarakat, dan Anggota
DPRD Kabupaten Sinjai .

2. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikum-
pulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber
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pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun
dalam bentuk dokumen-dokumen.

1.4. Teknik Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan Diana-
lisis secarakualitatif dengan memberikan gambaran infor-
masi yang jelas dan mendalam tentang objek yang diteliti.
Hasil dari gambaran informasi akan diinterprestasikan se-
suai dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk
narasi atau penjelasan-penjelasan. Analisis data dalam
pene-litian ini dilakukan sejak sebelum, selama dilapangan
dan setelah proses pengumpulan data dilaksanakan maka
kami simpulkan data final yantelah diferivikasi melalui
reduksi data dalam hal ini memilih hal-hal yang pokok
yang hasil-nya memberikan gambaran yang jelas dan
mudah untuk diteliti.

HASIL

Komite Pemantau Legislatif yang selanjutnya disebut
dengan KOPEL Sulawesi yang pada perkembangan selan-
jutnya berubah nama menjadi KOPEL Indonesia
merupakan  lembaga Non Government Organication
(NGO) didirikan pada tanggal 10 Maret 2000 yang
berkedudukan di Kota Makassar berdasarkan dengan Akte
Notaris Widartiningsih Nomor 13 tertanggal 29 Mei 2000.
Terdaftar pada Direk-torat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik Departemen Da-lam Negeri Republik Indonesia
Nomor: 194/D.111.3/VI11/ 2009.

KOPEL didirikan oleh sejumlah aktivis angkatan tahun
1998 yang terdiri dari mahasiswa dan jurnalist yang saat itu
banyak melakukan peliputan di DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan. Latar belakang pendirian lembaga ini cukup seder-
hana, ingin melihat lembaga wakil rakyat berfungsi
sebagai-mana mestinya. DPRD sebagai wakil rakyat
benar-benar difungsikan, tidak hanya sekedar stempel dan
justifikasi se-buah kebijakan yang dipaksakan oleh
eksekutif untuk dise-tujui oleh DPRD sebagai wakil
rakyat. Fenomena ini terjadi pada masa Orde Baru. Di lain
pihak, pasca reformasi de-ngan lahirnya berbagai
kebijakan setelah tumbangnya Orde Baru, DPRD
dipandang semakin kuat. Dengan kewenangan lebih yang
diberikan kepada DPRD dengan kapasitas yang lemah
akibat dari rekruitmen politik oleh partai poitik de-ngan
hanya mengandalkan ketokohan dengan suara ter-banyak
tapi minim kapasitas, mengakibatkan kehawatiran di
kalangan aktivis dan kelompok masyarakat sipil akan lahir-
nya berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat.

Sebagai lembaga otonom, tata kelola managemen
kelem-bagaan KOPEL Sinjai dijalankan secara mandiri
dan struk-tur kepengurusan tersendiri. Dengan focus utama
mendo-rong tata kelola pemerintahan yang transparan,
partisipatif dan akuntabel.

Sejak berdirinya, KOPEL Sinjai terlibat dalam
berbagai  aktivitas advokasi dan  pendampingan
diantaranya, advokasi ranperda Perlindungan Perempuan
dan Anak. Mengadvokasi ranperda inisiatif DPRD Sinjai
tentang Pelayanan Publik Dan pendampingan masyarakat
miskin Kabupaten Sinjai atas hak masuk dalam data
Penerima Bantuan luaran (PBI) BPJS. Dan sebagai urusan
wajib, KOPEL Sinjai telah mela-kukan analisis RAPBD

2017 Kabupaten Sinjai termasuk memasukkan hasil riset
berupa policy brieve tentang kondisi terkini potret
pendidikan kabupaten Sinjai dalam hal infra-struktur ruang
kelas beserta anggaran yang memprihatinkan.

PEMBAHASAN

Kinerja erat kaitannya dengan hasil pekerjaan
seseorang dalam kuantitas, dan ketepatan waktu. Kinerja
pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan
keahlian dalam bekerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh
semangat ker-janya. Oleh sebab itu, kinerja merupakan
suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat
menyangkut kualitas, suatu perilaku nyata yang
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang
dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam
organisasi. Dengan memiliki sumber daya manusia yang
handal dan sumber daya non manusia yang mendukung
maka suatu organisasi dapat memberikan hasil kerja yang
baik sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan
juga ikut mendukung pencapaian tujuan orga-nisasi.

Kinerja Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai
berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan dengan tujuan
untuk mewujudkan terlaksananya system demokrasi dalam
tatanan kehidupan bernegara dengan fokus pada penga-
wasan dan evaluasi Kinerja wakil rakyat. Untuk mencapai
maksud dan tujuan tersebut di atas, Komite Pemantau
Legis-latif (KOPEL) Indonesia memfokuskan program-
program-nya dalam melakukan pengawasan Kkinerja
legislatif sebagai lembaga rakyat, memberikan penguatan
terhadap lembaga partai politik, memberikan pendidikan
politik yang kritis bagi masyarakat serta melakukan
pengawasan terhadap ke-bijakan Perda APBD dan non
APBD sebagaimana tercan-tum dalam program Kkerja
Komite Pemantau Legislatif (KO-PEL).

KESIMPULAN

Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan tentang
kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam me-
lakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD
Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa kemampuan
Ko-mite  Pemantau Legislatif dalam  melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut dilihat dari
kemapuan anggota Kopel Sinjai dalam melakukan tugas
pemantauan terhadap proses pelaksanaan fungsi DPRD
cukup memahami tugas dan tanggunggjawabnya karena
telah dibekali dengan pe-ngalaman melalui berbagai
kegiatan pelatihan dan magang

Mengukur nilai loyalitas anggota maupun pengurus
Ko-mite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai cukup
dilinat dari sikap penerimaan anggota terhadap
pekerjaannya serta kesanggupan dan kepatuhan dalam
melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik, melaksanakan
tugas dan tanggung-jawab sesuai dengan jabatan serta
kesetiaan dan kesang-gupan untuk menaati dan
melaksanakan setiap aturan yang ada dalam organisasi
dengan penuh kesadaran dan tang-gungjawab. Persolan
tanggungjawab setiap anggota Komite Pemantau
Legislatif ~ Kabupaten Sinjai dalam  melalukukan
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pengawasan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai
bahwa setiap anggota mengetahui tugas dan
tanggungjawab-nya yang diberikan sebagaiman telah
diatur dalam struktur organisasi yang dijabarjkan dalam
uraian tugas dan tang-gungjawab masing-masing.
Sedangkan Permasahan terha-dap Imbalan/Gaji dalam
menjalankan tugas pemantauan, Komite Pemantau
Legislatif Sinjai tidak mengenal istilah pemberian gaji
melainkan pemberian kompensasi atau honor program
yang diambil dari hasil investasi atau dana saving.
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